
  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 /PMK.05/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

57 /PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA 

Menimbang a. 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan 

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.05/2020 

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan 

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 

Kementerian Keuangan, 

bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum 

Y

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PMK.05/2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA

KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
Kementerian Keuangan;

bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum

a.

b.
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Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 

Kementerian Keuangan melalui surat yang ditujukan 

kepada Menteri Keuangan Nomor 

TAN.03.01/213/D.U.M.EKON/03/2022 tanggal 16 

Maret 2022, telah menyampaikan hasil kesepakatan 

dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 16 

Maret 2022 yang antara lain berupa usulan kepada 

Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif 

layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana 

Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, ) 

dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan 

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 

Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND- 

233/DPKS/2022 Tanggal 16 Maret 2022 juga telah 

menyampaikan usulan perubahan tarif layanan 

dimaksud kepada Menteri Keuangan, 

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 

S-14/MK.5/2022 tanggal 16 Maret 2022 hal 

Permohonan Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan 

Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

(BLU BPDPKS), telah menyampaikan usulan perubahan 

tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola 

Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 

Keuangan, 

bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada i 

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai yang 

dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan: 

bahwa berkenaan dengan huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Badan 

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
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Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan melalui surat yang ditujukan

Keuangan

TAN.03.01/213/D.II.M.EKON/03/2022 tanggal 16

Maret 2022, telah menyampaikan hasil kesepakatan

dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 16

Maret 2022 yang antara lain berupa usulan kepada

Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif

layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan,

dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-

233/DPKS/2022 Tanggal 16 Maret 2022 juga telah

menyampaikan usulan perubahan tarif layanan

dimaksud kepada Menteri Keuangan;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor

S-14/MK.5/2022 tanggal 16 Maret 2022 hal

Permohonan Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan

Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

(BLU BPDPKS), telah menyampaikan usulan perubahan

tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian

Keuangan;

d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai yang
dikoordinasikan
Perbendaharaan;

e. bahwa berkenaan dengan huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Badan

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Nomorkepada Menteri

oleh Direktorat Jenderal
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Mengingat : -
 

sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 

huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang 

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola 

Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 

Keuangan, 

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang | 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara: 

Republik Indonesia Nomor 5340), 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98),
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sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan

huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian
Keuangan;

f.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran '

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara’-

Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.
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Menetapkan : 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan 

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 728), 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1046), 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1031), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN 

LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN 

KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN. 

Pasal I 

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

S57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan 

Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ' 

pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 728);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1046);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN

LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I
Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor

57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan
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Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan 

Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 728), sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

18 Maret 2022.

- 5 -

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan

Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 728), sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

18 Maret 2022.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 2022 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 2022 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 284 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

gk : Mas bu, 

si 

At - EA , 8.» - - 

:pala Bagian Administrasi Kementerian 
mana 

JL      
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Repnblik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Pit. - I$epala Bagian Administrasi Kementerian
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